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BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) ENDE 

ALIHKAN DANA RP 49 MILIAR MILIK REKANAN 

UNTUK GAJI DPRD DAN DANA DESA 

 

 
https://ekbis.sindonews.com 

 

POS-KUPANG.COM, ENDE - Kejaksaan Negeri Ende mengungkap dugaan 

penyimpangan anggaran besar-besaran yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Ende. 

Dana sebesar Rp 49,8 miliar yang seharusnya dibayarkan kepada rekanan atas proyek 

fisik dan non-fisik tahun anggaran 2024, justru dialihkan untuk membayar kegiatan lain 

seperti gaji DPRD, gaji PPPK, belanja rutin dan alokasi dana desa. Hal tersebut 

diungkapkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ende, Zulfahmi, S.H., M.H., dalam 

konferensi pers bersama wartawan di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Ende pada Senin 

(20/5/2025). 

Zulfahmi menjelaskan, sepanjang Oktober hingga Desember 2024, terdapat 22 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengajukan permohonan pembayaran kepada 

BPKAD Kabupaten Ende. Seluruh pekerjaan tersebut, baik fisik maupun non-fisik, telah 

rampung dengan realisasi 100%. Namun hingga penutupan tahun anggaran 2024, 

pengajuan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BPKAD. Total tagihan dari pihak rekanan 

yang tak dibayar mencapai Rp49.854.571.984. Ironisnya, dana yang bersumber dari Dana 

Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAU Spesifik Grant (SG) itu 

justru dialihkan untuk membiayai program-program lain yang seharusnya menggunakan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Untuk sementara masih didalami, nanti akan 

dikembangkan lagi atau dikonfrontir dengan pihak-pihak terkait selama ini BPKAD 

mengaku pengalihan ini berdasarkan inisiatif sendiri tapi nanti bisa kami dalami tapi ini 

fakta sementara berdasarkan hasil penyelidikan," kata Zulfahmi. 

Berikut rincian alokasi dana yang dialihkan diantaranya gaji dan Tunjangan 

DPRD Kabupaten Ende untuk periode Mei hingga Desember 2024 sebesar 

Rp8.613.021.295, gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 

2022 dari Juni hingga Agustus 2024 sebesar Rp7.873.257.641, belanja rutin Sekretariat 
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Daerah (Setda) dan Sekretariat DPRD (Setwan) sebesar Rp17.709.803.070 dan Alokasi 

Dana Desa (ADD) Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 10.968.001.842. 

Dalam pemeriksaan awal, Plt Kepala BPKAD Kabupaten Ende, Fransisco 

Versailes Siga, menyebut alasan utama tidak dibayarkannya permohonan rekanan adalah 

keterlambatan pengajuan oleh OPD, serta persyaratan dokumen yang tidak lengkap, 

khususnya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, berdasarkan dokumen dan 

keterangan yang diperoleh, permohonan pembayaran dari OPD dilakukan paling lambat 

24 Desember 2024, tepat waktu sebelum akhir tahun anggaran. Bahkan, persyaratan 

tambahan berupa rekomendasi dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) baru 

dikeluarkan setelah pengajuan pembayaran dilakukan dan mengatasnamakan sejumlah 

lembaga seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Dandim dan DPRD, yang menurut 

informasi, tidak pernah mengeluarkan rekomendasi tersebut maupun mengikuti 

pertemuan terkait. 

"Berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan terkait dengan pencairan 

anggaran, tidak ada aturan surat dari BPKAD untuk mendapatkan persetujuan dari PBJ 

tapi ini mungkin surat ini dibuat-buat agar ini tidak dibayar karena uangnya sudah 

dialihkan yang kita sebutkan tadi, jadi mereka mendasari surat ini berdasarkan pertemuan 

dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, Dandim, Forkopimda padahal saya sendiri tidak 

menerima undangan atau apapun terkait dengan pencairan anggaran ini dan memang 

tidak ada kaitannya sama sekali," ujar Zulfahmi. Menindaklanjuti temuan ini, Kejaksaan 

Negeri Ende telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-04/N.3.14/ 

Fd.1/03/2025 tertanggal 27 Maret 2025. 

Tim jaksa penyelidik pidana khusus akan menggali lebih dalam dugaan tindak 

pidana korupsi terkait pengalihan dana tersebut. Dalam waktu dekat, kejaksaan juga akan 

meminta keterangan dari Ahli Keuangan Negara dan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menguatkan dasar hukum penyelidikan. "Akan 

kita dalami, kita akan meminta bantuan ahli LKPP atau ahli keuangan negara, apakah ini 

termasuk perbuatan melawan hukum dan apakah sudah ada kerugian negara dengan 

dialihkannya anggaran ini," ujar Zulfahmi. 

 

Sumber Berita: 

1. https://kupang.tribunnews.com/2025/05/20/bpkad-ende-alihkan-dana-rp-49-miliar-

milik-rekanan-untuk-gaji-dprd-dan-dana-desa?utm_content=headline-

secondary&utm_medium=widget-homepage&utm_source=kupang.tribunnews.com, 

20 Mei 2025; 

2. https://flores.tribunnews.com/2025/05/20/jaksa-ende-temukan-penyimpangan-dana-

rp-49-miliar-milik-rekanan-untuk-gaji-dprd-dan-dana-desa, 20 Mei 2025. 
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Catatan: 

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja 

tidak terduga; dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran 

untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.1 

Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja 

bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.2 Yang dimaksud 

dengan "belanja pegawai" antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan 

Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala 

Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan 

honorarium.3 Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi 

diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan 

Pegawai ASN. Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.4 Dana Desa merupakan 

pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN. Dana Desa dialokasikan dengan 

mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, 

jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan 

geografis. Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya 

sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 

mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD. Penganggaran, pengalokasian, 

pelaporan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.5 

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan 

tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi 

prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya 

telah ditentukan oleh Pemerintah.6 DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan 

Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan: 

mencapai prioritas nasional; mempercepat pembangunan Daerah; mengurangi 

kesenjangan layanan publik; mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau 

mendukung operasionalisasi layanan publik. Kebijakan Pemerintah didasarkan pada: 

rencana pembangunan jangka menengah nasional; rencana kerja pemerintah; kerangka 

ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal; arahan Presiden; dan ketentuan 

                                                           
1 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 55 Ayat 1 & 2 
2 Ibid. Pasal 56 Ayat 1 
3 Ibid. Penjelasan Pasal 56 Ayat 1 
4 Ibid. Pasal 57 
5 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, Pasal 134 
6 Ibid, Pasal 1, Ayat 72 
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peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas: DAK fisik, yang digunakan untuk 

mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah; DAK 

nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan 

hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau 

layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah. Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan 

pendanaan lainnya. DAK ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai 

APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara. DAK dialokasikan untuk mencapai 

target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hibah kepada Daerah yang 

bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah.7 

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD 

yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan 

layanan publik antar-Daerah.8 DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar 

pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah. Penggunaan 

DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU 

yang ditentukan penggunaannya. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya termasuk 

untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di 

kelurahan.9 

Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas: penggajian formasi 

PPPK; pendanaan Kelurahan; bidang pendidikan; bidang kesehatan; dan bidang 

pekerjaan umum.10 Penggunaan bagian DAU penggajian formasi PPPK dilakukan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan bagian DAU 

pendanaan kelurahan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan 

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Penggunaan bagian DAU bidang pendidikan, 

bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum dilakukan untuk kegiatan fisik dan/atau 

nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar.11 

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, 

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 

maupun lalai.12 Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar 

                                                           
7 Ibid. Pasal 131 
8 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 71 
9 Ibid. Pasal 130 
10 Peraturan Menteri Keuangan No. 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan 

Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, 

Pasal 2 
11 Ibid. Pasal 4 
12 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1, Ayat 2 
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hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau 

pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang 

dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti 

kerugian tersebut.13 

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 

Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.14 Setiap orang yang dengan 

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 

atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu 

tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling 

banyak Rp1.000.000.000,00.15 

                                                           
13 Ibid. Pasal 59, Ayat 1 dan 2 
14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 
15 Ibid. Pasal 3 


